
BUPATI B E R A U 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI B E R A U 

NOMOR 42 TAHUN 2017 

TENTANG 
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 

TAHUN 2017 - 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BERAU , 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan 
kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis sejalan 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai 
rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang 
penanggulangan kemiskinan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab 
atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan 
daerah melalui strategi dan program; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
Tahun 2017 -2021 ; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5235); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN DAERAH 2 0 1 7 - 2 0 2 1 . 

B A B I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 

3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 
ada. 

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang 
selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah 
di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 
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7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan 
bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah 
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, 
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya 
disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas 
pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Berau. 

Pasal 2 
(1) SPKD dimaksudkan untuk: 

a. strategi penurunan angka kemiskinan Daerah sampai tahun 2021; 
b. Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan 
c. sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang 

Penanggulangan Kemiskinan dalam proses pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau tahun 2017 - 2021. 

(2) SPKD bertujuan untuk: 
a. menetapkan target penurunan angka kemiskinan sampai tahun 2021; 

dan 
b. mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan 

terpadu dalam Program Penanggulangan Kemiskinan antara perencana 
pembangunan nasional, provinsi dan Daerah. 

B A B U 
KEDUDUKAN SPKD 

Pasal 3 
SPKD merupakan: 
a. dokumen strategi dan program yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembuatan rancangan kebijakan daerah tentang Penanggulangan 
Kemiskinan dan rencana anggaran Penanggulangan Kemiskinan; dan 

b. dokumen Perencanaan daerah yang memberikan arahan sekaligus acuan 
bagi seluruh perangkat daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di 
Daerah. 

BAB I I I 
SISTEMATIKA SPKD 

Pasal 4 
(1) Sistematika SPKD terdiri atas: 

a. Bab I Pendahuluan; 
b. Bab I I Kondisi Umum Daerah; 
c. Bab I I I Profil Kemiskinan Daerah; 

d. Bab IV Determinan Kemiskinan Daerah; 
e. Bab V Analisis APBD; 
f. Bab VI Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan; 
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g. Bab VII I su Strategis dan Rencana Aksi Daerah (RAD); 
h. Bab VIII Sistem Monitoring dan Evaluasi; dan 
i . Bab IX Penutup. 

(2) Uraian sistematika SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 
(1) Pemerintah Daerah melalui TKPK Kabupaten melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan SPKD setiap 1 (satu) tahun sekali. 
(2) Tata cara pembentukan dan pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 6 
SPKD digunakan sebagai rancangan Kebijakan pembangunan daerah di bidang 
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. 

Ditetapkan di Tanjung Redeb 


